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Indonesia yang ditandai dengan menguatnya fenomena parcok
(partai coklat) dan merebaknya disinformasi di era post-truth, yang
turut membentuk persepsi publik terhadap demokrasi. Dalam situasi
ini, pendidikan literasi politik menjadi kebutuhan mendesak guna
membekali warga dengan kemampuan berpikir kritis dan etis dalam
menghadapi  polarisasi wacana. Penelitian ini bertujuan
mengeksplorasi tantangan dan peluang penguatan demokrasi
melalui literasi politik dalam konteks Indonesia pasca pemilihan
umum 2024. Menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis
studi pustaka terhadap sumber primer dan sekunder, penelitian ini
berlangsung antara Januari hingga April 2025. Objek kajian meliputi
wacana politik digital, narasi keagamaan dalam kontestasi elektoral,
serta dinamika opini publik di media sosial. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui dokumentasi literatur dan analisis wacana
kritis, dengan pendekatan historis dan kontekstual. Data yang
terkumpul dianalisis melalui proses reduksi, kategorisasi tematik,
serta interpretasi Kritis untuk menemukan pola, makna, dan relasi
antarwacana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan
literasi politik yang menyentuh aspek kognitif, afektif, dan etis
memiliki potensi besar dalam membendung praktik diskriminasi
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kelompok serta memperkuat budaya demokrasi deliberatif.
Penelitian ini berkontribusi pada kerangka literasi politik kritis
sebagai kontribusi teoretis dan strategis untuk membentuk ruang
publik yang inklusif, etis, dan berkeadaban dalam demokrasi
Indonesia kontemporer.
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Post-truth democracy, critical
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space, identity politics, post-
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Abstract: The 2024 election opens a new chapter in Indonesia's
political landscape marked by the strengthening of the parcok
(brown party) phenomenon and the spread of disinformation in the
post-truth era, which has helped shape public perception of
democracy. In this situation, political literacy education is an urgent
need to equip citizens with the ability to think critically and ethically
in the face of polarization of discourse. This research aims to explore
the challenges and opportunities for strengthening democracy
through political literacy in the context of Indonesia after the 2024
general election. Using a descriptive qualitative method based on a
literature study of primary and secondary sources, this study took
place between January and April 2025. The objects of study include
digital political discourse, religious narratives in electoral contests,
and the dynamics of public opinion on social media. The data
collection technique was carried out through literature
documentation and critical discourse analysis, with historical and
contextual approaches. The collected data is analyzed through a
process of reduction, thematic categorization, and critical
interpretation to find patterns, meanings, and relationships between
discourses. The results of the study show that political literacy
education that touches cognitive, affective, and ethical aspects has
great potential in stemming the practice of group discrimination and
strengthening the culture of deliberative democracy. This research
contributes to the critical political literacy framework as a theoretical
and strategic contribution to shaping an inclusive, ethical, and
civilized public space in contemporary Indonesian democracy.
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PENDAHULUAN

Demokrasi Indonesia pasca pemilu 2024 berada pada fase yang menentukan:
apakah ia akan mengarah pada konsolidasi demokrasi substantif atau justru terjebak
dalam siklus kemunduran yang penuh paradoks. Pemilu 2024, yang semestinya menjadi
perayaan rasionalitas politik dan partisipasi publik yang bermakna, justru menjadi
cermin rapuhnya fondasi demokrasi kita (Nurfebriansyah et al., 2025). Alih-alih
memperlihatkan perdebatan substansial berbasis data dan argumentasi, kontestasi
politik justru dipenuhi oleh praktik disinformasi sistematis, personalisasi kekuasaan,
serta pelemahan ruang deliberatif publik (Belinda et al, 2024). Fenomena post-truth
memperburuk situasi ini: fakta objektif kian tersingkir dari wacana publik, tergantikan
oleh opini yang dikendalikan emosi dan afiliasi kelompok. Di dalam ruang digital yang
tunduk pada logika algoritma, kecepatan penyebaran informasi palsu melampaui upaya
klarifikasi; konten dangkal dan sensasional memperoleh atensi jauh lebih besar daripada
argumentasi rasional yang memerlukan refleksi kritis (Kurniawan, 2025). Krisis
epistemik yang dihasilkan bukan sekadar persoalan informasi keliru, tetapi ancaman
struktural terhadap kemampuan warga negara untuk berpikir secara kritis dan membuat
keputusan politik yang berlandaskan kebenaran.

Krisis ini tidak hanya mereduksi kualitas rasionalitas publik, tetapi juga
berimplikasi langsung pada kohesi sosial yang selama ini menjadi penopang
keberlanjutan demokrasi. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, fenomena
disinformasi kerap mengambil bentuk politisasi identitas berbasis agama, etnis, dan
ideologi (A. Setiawan et al., 2025). Laporan (MAFINDO, 2024) mencatat bahwa selama
masa kampanye pemilu 2024 beredar lebih dari 1.300 konten hoaks politik yang secara
sistematis memanfaatkan simbol keagamaan dan narasi kelompok untuk memobilisasi
emosi massa. Akibatnya, perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan politik berubah
menjadi jurang sosial yang sulit dijembatani. Polarisasi ini tidak hanya memecah belah
warga di tingkat ideologis, tetapi juga merembes ke ranah kehidupan sehari-hari,
mengubah keluarga, komunitas, dan ruang publik menjadi arena pertarungan narasi.
Ketika kemampuan literasi digital dan politik warga lemah, kekuatan yang
mengendalikan aliran informasi secara efektif dapat mengarahkan opini publik sesuai
kepentingan mereka, menciptakan apa yang dapat disebut sebagai “oligarki informasi”
yang beroperasi di balik tirai algoritma (Xu et al., 2020).

Menghadapi situasi yang semakin kompleks ini, pendidikan literasi politik muncul
sebagai salah satu instrumen strategis untuk memperkuat daya tahan demokrasi. Namun,
literasi politik yang dibutuhkan jelas berbeda dari pendekatan prosedural dan normatif
yang selama ini dominan. Literasi politik yang relevan untuk era post-truth harus bersifat
transformatif, mampu menanamkan kesadaran kritis yang mendalam, membentuk etika
kewargaan yang kokoh, dan mengembangkan keterampilan analisis terhadap praktik
kekuasaan (Lazzavietamsi, 2024). Literasi semacam ini tidak hanya mengajarkan
bagaimana memilih dalam pemilu, tetapi juga bagaimana memahami narasi politik,
mengidentifikasi manipulasi simbolik, menilai kredibilitas informasi, dan merespons
perbedaan pandangan dengan argumen yang terinformasi. Dengan demikian, pendidikan
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literasi politik menjadi alat emansipasi warga, membekali mereka bukan hanya untuk
menjadi pemilih rasional, tetapi juga aktor politik reflektif yang dapat mempertahankan
kualitas ruang publik demokratis di tengah kepungan informasi yang menyesatkan.

Penelitian Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa kualitas demokrasi tidak
dapat dilepaskan dari kualitas literasi politik warganya. Di tengah arus informasi yang
melimpah, tantangan utama bukan lagi akses terhadap informasi, tetapi kemampuan
untuk memilah, menganalisis, dan mengartikulasikan kebenaran secara bertanggung
jawab. Oleh karena itu, pendidikan literasi politik harus diposisikan sebagai praksis
demokrasi, proses sadar dan sistematis yang membentuk warga negara sebagai subjek
politik yang otonom, etis, dan reflektif (Immordino-Yang et al., 2024). Fokus utama
penelitian ini adalah merumuskan kerangka konseptual pendidikan literasi politik yang
adaptif terhadap lanskap digital dan mampu menjadi benteng epistemik, kultural, serta
etis untuk menjaga keberlanjutan ruang publik demokratis. Dengan membangun
kapasitas warga dalam membaca dunia secara kritis dan memahami dinamika kekuasaan,
pendidikan ini diharapkan dapat menjadi strategi resistensi yang efektif terhadap
penetrasi disinformasi dan manipulasi politik.

Kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian terkait pendidikan politik dan
literasi digital di Indonesia telah berkembang, namun sebagian besar masih berfokus
pada dimensi tertentu saja. (Wijaya & Amalia, 2024) meneliti efektivitas pendidikan
politik di kalangan pemuda urban, menemukan bahwa intervensi pendidikan mampu
meningkatkan pengetahuan prosedural demokrasi, namun belum banyak menyentuh
aspek kesadaran kritis dan keberanian etis. (Wahyuningroem et al., 2024) mengaitkan
partisipasi digital dengan peningkatan aktivisme politik, namun tidak mengembangkan
model pendidikan literasi politik yang terstruktur untuk memanfaatkan potensi
partisipasi tersebut. Sementara itu, (Imsa et al, 2025) mengidentifikasi media sosial
sebagai sumber utama pembentukan opini politik generasi muda, tetapi menyoroti
lemahnya literasi digital yang menyebabkan tingginya kerentanan terhadap disinformasi,
tanpa menawarkan kerangka pedagogis yang konkret untuk mengatasinya.

Temuan serupa juga terlihat pada penelitian (Saud et al., 2023) yang mengevaluasi
kurikulum kewarganegaraan di sekolah, menemukan dominasi pendekatan normatif dan
hafalan konsep, sementara diskusi kritis dan analisis politik aktual nyaris absen.
(Teegelbeckers et al.,, 2023) mengeksplorasi penggunaan metode partisipatif seperti
permainan peran, narasi lokal, dan dialog antarwarga sebagai strategi pendidikan politik,
namun aplikasinya masih terbatas pada skala lokal dan belum terintegrasi dalam sistem
pendidikan nasional. (G. I. Sari et al., 2024) menekankan pentingnya kolaborasi lintas
sektor, antara lembaga pendidikan, media, komunitas sipil, dan platform digital, namun
tidak menawarkan model konseptual yang memadukan kolaborasi tersebut dalam
kerangka literasi politik yang komprehensif. Dari keseluruhan studi ini terlihat bahwa
pendekatan yang ada masih bersifat parsial dan kurang mengintegrasikan dimensi
kognitif, afektif, dan praksis kewargaan dalam satu model yang utuh.
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Berbeda dari penelitian terdahulu, artikel ini menawarkan kerangka konseptual
pendidikan literasi politik yang menggabungkan teori demokrasi deliberatif, kajian media
digital, dan pedagogi kritis dalam satu bangunan integratif. Distingsi utama terletak pada
penekanan simultan terhadap tiga dimensi literasi: (1) kapasitas kognitif untuk
memahami sistem politik dan menilai informasi, (2) kapasitas afektif untuk membangun
etika kewargaan yang inklusif, dan (3) kapasitas praksis untuk berpartisipasi aktif dalam
ruang publik. Secara teoritik, penelitian ini memperluas pemahaman tentang literasi
politik sebagai instrumen resistensi epistemik terhadap disinformasi dan polarisasi.
Secara praktis, kerangka ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan strategi
pendidikan yang dapat diimplementasikan di berbagai level, mulai dari sekolah,
komunitas, hingga ruang digital, sehingga warga negara tidak hanya menjadi konsumen
informasi, tetapi juga produsen wacana yang berkualitas dan kontributor aktif bagi
demokrasi yang sehat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi
literatur (library research) sebagai kerangka utama untuk menelusuri konstruksi
konseptual, dinamika wacana, dan praktik literasi politik dalam membentuk kesadaran
demokratis yang kritis serta inklusif di tengah tantangan disinformasi dan post-truth
pasca pemilu 2024. Pemilihan metode ini didasarkan pada relevansinya dalam menggali
dimensi filosofis, pedagogis, dan sosiologis pendidikan politik di era digital, sekaligus
memungkinkan analisis yang reflektif dan kontekstual terhadap hubungan antara literasi
politik, demokrasi substantif, dan komunikasi politik digital (Sutisna, 2017).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap sumber-
sumber akademik yang memenuhi standar validitas dan substansi. Literatur dipilih
secara purposif berdasarkan kriteria inklusi: publikasi antara tahun 2018-2025, telah
melalui proses peer-review atau editorial ilmiah, dan memiliki keterkaitan langsung
dengan isu literasi politik, pendidikan demokrasi, ruang publik digital, post-truth, atau
pedagogi kritis. Sumber data meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, buku
akademik dan monograf, dokumen kebijakan strategis dari lembaga pemerintah maupun
organisasi internasional seperti UNESCO dan UNDP, serta laporan riset perguruan tinggi.
Hasil seleksi menghasilkan 34 artikel jurnal, 10 buku primer, dan 5 dokumen kebijakan
yang menjadi basis kajian.

Kriteria Analisis data dilakukan dengan teknik tematik-kritis, yakni
mengelompokkan literatur ke dalam tema utama: (1) konstruksi literasi politik kritis
dalam pendidikan, (2) fenomena post-truth dan implikasinya bagi ruang publik
demokratis, (3) peran media sosial dan algoritma dalam membentuk wacana politik, (4)
strategi pedagogis menghadapi disinformasi dan polarisasi, dan (5) model pendidikan
politik berbasis demokrasi substantif dan etika publik (Laventia et al., 2025). Pendekatan
ini membuka ruang untuk sintesis konseptual baru yang menggabungkan teori, hasil
penelitian terdahulu, dan refleksi kritis terhadap praktik lapangan.
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Untuk memperkuat analisis, digunakan pendekatan historis-kritis dan pendekatan
kontekstual. Pendekatan historis menelusuri perkembangan konsep literasi politik dari
model normatif-formal menuju paradigma kritis-transformatif, termasuk pengaruh
pemikiran Freire dan Habermas. Pendekatan kontekstual digunakan untuk membaca
kondisi ruang publik Indonesia pasca pemilu 2024, termasuk dinamika media sosial,
politisasi identitas, dan respons kebijakan pendidikan terhadap krisis demokrasi digital.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif-
preskriptif: merumuskan kerangka pendidikan literasi politik yang lebih relevan dengan
tantangan zaman.
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Gambar 1. Desain Alur Penelitian

Melalui desain metodologis ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan
kerangka konseptual alternatif bagi pendidikan politik yang kritis, solutif, dan adaptif
terhadap realitas demokrasi digital di Indonesia. Model yang dihasilkan bertujuan
menjawab tantangan seperti delegitimasi institusi, depolitisasi warga, dan krisis
kepercayaan publik, sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat sipil untuk merawat
demokrasi yang deliberatif, inklusif, dan berakar pada kesadaran etis terhadap
pentingnya kebenaran dalam ruang publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Polarisasi Pasca Pemilu 2024: Realitas Demokrasi dalam Era Parcok

Pemilu 2024 di Indonesia menjadi titik balik penting dalam perjalanan demokrasi
elektoral bangsa. Di satu sisi, ia memperlihatkan keberlangsungan mekanisme demokrasi
prosedural dalam bingkai konstitusi yang tetap kokoh, meskipun dihadapkan pada
tekanan politik dan disinformasi yang masif (Baker, 2023). Di sisi lain, pemilu ini juga
membuka kembali luka lama dan memperdalam krisis demokrasi substansial, yang kini
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tidak lagi berakar pada deliberasi rasional, melainkan terjebak dalam polarisasi
emosional dan tribalisme digital (Setiyono & Sardini, 2025).

Salah satu manifestasi dari kondisi ini adalah munculnya fenomena parcok (partai
coklat), sebuah istilah yang berkembang di media sosial sebagai bentuk kritik terhadap
gaya politik yang otoriter, maskulinistik, dan simbolik yang mengaburkan substansi
kebijakan dan mempersempit ruang dialog demokratis (Regilme & Parthenay, 2024).
Fenomena ini mencerminkan kondisi di mana warga negara tampak aktif secara politik,
bahkan sangat vokal dan militan, namun sering kali kehilangan daya kritis karena hanya
mengonsumsi serta menyebarkan informasi yang memperkuat afiliasi identitas dan
loyalitas kelompoknya (Mustofa et al., 2024).

Data observasi digital selama masa kampanye hingga pascapemilu
memperlihatkan dominasi ruang publik oleh retorika hiperloyalitas dan kampanye
delegitimasi terhadap pihak oposisi (Khamdan & Abidin, 2025). Dalam berbagai platform
media sosial seperti Twitter (kini X), TikTok, Facebook, Instagram, dan terutama dalam
ekosistem tertutup seperti WhatsApp Group dan Telegram, ditemukan pola komunikasi
yang intens namun dangkal: warga saling membombardir dengan meme politik, potongan
video yang dipotong konteksnya, serta narasi konspiratif yang cenderung antiintelektual
(Prihantoro et al,, 2024). Di sinilah kita menyaksikan realitas post-truth bukan hanya
sebagai konsep abstrak, tetapi sebagai praktik sehari-hari dalam demokrasi digital
Indonesia.

Dalam atmosfer seperti ini, pemilu bukan lagi ruang kontestasi ide dan program,
melainkan arena pertempuran identitas yang membelah warga menjadi kubu “kami”
versus “mereka”. Hal ini mengafirmasi peringatan dari para pemikir demokrasi
kontemporer seperti (Sunstein, 2018) tentang bahaya group polarization dalam ruang
gema digital (echo chambers) dan dari (Benkler et al.,, 2018) yang menekankan peran
arsitektur informasi dalam memperkuat tribalitas dan fragmentasi epistemik. Konteks
Indonesia, sebagaimana dianalisis (Lim, 2020), menunjukkan bahwa demokrasi digital
kita tidak hanya belum matang, tetapi juga sangat rentan dikendalikan oleh pasukan siber
terorganisir (cyber troops) yang secara sistematis menyebarkan disinformasi dan
mengelola persepsi publik demi kepentingan elite tertentu.

Kemenangan pasangan Prabowo-Gibran dalam pemilu 2024 bukan semata
kemenangan elektoral, tetapi juga kemenangan narasi populis yang berhasil
memanipulasi sentimen kolektif (Ho et al., 2024). Di balik euforia "rekonsiliasi nasional”
yang dijajakan, terdapat ironi demokrasi yang menyakitkan: keragaman politik direduksi
menjadi keseragaman wacana, dan kritik dianggap sebagai ancaman terhadap persatuan.
Polarisasi politik tak hanya meretakkan hubungan antar warga, tetapi juga menggeser
fungsi ruang publik dari tempat pertukaran gagasan menjadi ladang perang informasi
yang penuh hasutan dan kebencian (Goel et al.,, 2023).

Lebih jauh, struktur algoritmik dari media sosial memperparah kondisi ini.
Algoritma tidak dirancang untuk mendorong perdebatan sehat atau klarifikasi informasi,
melainkan untuk memaksimalkan engagement. Yang artinya, konten yang emosional,
kontroversial, dan memecah belah cenderung lebih disebarluaskan (Milli et al., 2025).
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Dengan demikian, demokrasi tidak hanya disandera oleh elite politik, tetapi juga oleh
desain teknologi yang tidak netral. Demokrasi digital tanpa literasi kritis adalah jalan tol
menuju otoritarianisme emosional, di mana rasionalitas digantikan oleh sensasi, dan
opini diperlakukan lebih sakral daripada kebenaran itu sendiri (Kekki, 2024).

Dalam kondisi ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah demokrasi kita benar-
benar hidup atau hanya menjadi simulakra belaka, sebuah penampakan prosedural tanpa
kedalaman substansi? Apakah warga negara masih memiliki kapasitas untuk menjadi
homo politicus yang otonom dan reflektif, atau telah tereduksi menjadi homo algoritmikus
yang hanya mengulang apa yang ditawarkan oleh lini masa mereka?

Pendidikan literasi politik menjadi semakin mendesak bukan hanya sebagai
program edukatif, tetapi sebagai intervensi kultural dan upaya penyelamatan epistemik.
Literasi politik bukan sekadar kemampuan membaca atau mengenali simbol-simbol
politik, tetapi melibatkan pembentukan daya pikir kritis, etika komunikasi, serta
kesadaran kolektif atas pentingnya ruang publik yang sehat dan dialogis (Lewandowsky
etal.,, 2023). Dalam konteks pascapemilu 2024, pendidikan literasi politik harus dipahami
sebagai infrastruktur demokrasi yang mendasar, bukan pelengkap kurikulum, melainkan
penyangga eksistensial bagi keberlangsungan republik (Nurfebriansyah et al., 2025).

Maka, tantangan terbesar demokrasi Indonesia pascapemilu bukanlah pada
persoalan teknis penyelenggaraan atau hasil pemilu itu sendiri, tetapi pada kondisi
ekosistem kognitif dan afektif warga yang telah termakan oleh logika post-truth
(Kurniawan, 2025). Kita tidak sedang berhadapan dengan publik yang bodoh, tetapi
publik yang lelah, terpolarisasi, dan kehilangan orientasi dalam kabut informasi yang
kabur antara fakta dan fiksi. Dalam situasi ini, literasi politik bukan hanya alat
pembebasan, tetapi bentuk perlawanan terhadap banalitas kebohongan dan banalitas
kekuasaan (Metag & Gurr, 2023).

Literasi Politik sebagai Proyek Emansipatoris dalam Pendidikan Pasca Pemilu

Pendidikan literasi politik tidak dapat lagi dipahami secara sempit sebagai proses
informatif yang hanya mengenalkan prosedur elektoral, struktur lembaga negara, atau
fungsi formal lembaga perwakilan (Bowyer & Kahne, 2020). Dalam lanskap pascapemilu
2024 yang ditandai oleh menguatnya fenomena post-truth, politik identitas digital, dan
dominasi narasi parcok (politik akrobatik, transaksional, dan populistik), literasi politik
harus direkonstruksi sebagai proyek emansipatoris, yakni suatu upaya pedagogis untuk
membentuk subjek warga yang sadar, kritis, reflektif, dan resistif terhadap kooptasi
informasi dan manipulasi wacana (Adam, 2025).

Dalam tradisi pemikiran (Freire, 2020), khususnya dalam Pedagogy of the
Oppressed, literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis,
tetapi juga dengan reading the world, membaca realitas sosial secara kritis sebagai bagian
dari proses pembebasan. Literasi politik dalam arti ini bukanlah instrumen indoktrinasi,
tetapi alat dialektika: warga negara diposisikan bukan sebagai objek penyuluhan politik,
melainkan sebagai subjek historis yang mampu menginterogasi relasi kuasa, menafsirkan
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ulang makna partisipasi, serta menyusun ulang struktur pemaknaan politik mereka
sendiri (A Hamudy & Rifki, 2025). Dengan demikian, pendidikan politik menjadi medan
perlawanan epistemik terhadap hegemoni narasi elite dan dominasi algoritma digital.

Konteks Indonesia pascapemilu 2024 memperlihatkan bahwa medan politik telah
mengalami perubahan yang signifikan: ekspresi politik warga berlangsung dalam tempo
yang cepat, impulsif, dan seringkali dibentuk oleh dinamika viralitas di media sosial
(Kulau, 2024). Dalam kondisi ini, mayoritas bentuk partisipasi politik bersifat instan,
reaktif, dan tidak berbasis proses refleksi yang matang. Ketika logika politik terjebak
dalam perang meme, narasi parcok, dan agenda populisme digital, maka yang
dipertaruhkan bukan sekadar hasil pemilu, melainkan daya nalar publik itu sendiri
(Rezeki et al., 2024). Oleh sebab itu, pendidikan literasi politik harus mampu mengatasi
kondisi ini dengan menciptakan ruang-ruang artikulasi baru yang memungkinkan warga
melakukan proses conscientization, yakni kesadaran Kkritis terhadap posisi sosial-
politiknya dalam struktur kekuasaan yang lebih luas (Supriyadi et al., 2024).

Analisis terhadap program-program pendidikan politik yang diselenggarakan oleh
lembaga formal negara seperti KPU, Bawaslu, dan Kemendikbudristek menunjukkan
masih adanya kecenderungan teknokratis dan proseduralistik (Ivancsyah, 2025).
Program-program ini lebih sering bersifat satu arah, berorientasi pada transfer informasi,
dan gagal menjangkau kompleksitas medan digital. Sementara itu, inisiatif yang muncul
dari masyarakat sipil menawarkan pendekatan yang lebih inovatif dan kontekstual (B. K.
Putra et al., 2023). Organisasi seperti MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia),
Remotivi, dan Jaringan Gusdurian mempraktikkan pendidikan literasi politik yang lebih
berbasis komunitas, menggunakan pendekatan naratif dan kultural, serta
mendistribusikannya melalui platform digital seperti YouTube, TikTok, dan Instagram.

Model yang ditawarkan oleh aktor-aktor ini tidak hanya menekankan pada konten
edukatif, tetapi juga pada bentuk dan konteks distribusi. Literasi politik tidak lagi dibatasi
pada ruang kelas atau lokakarya tatap muka, melainkan dihidupkan dalam bentuk video
pendek, podcast, meme edukatif, hingga forum diskusi daring yang bersifat interaktif (F.
D. Putra et al,, 2022). Pendekatan ini mengindikasikan bahwa literasi politik di era post-
truth harus menyeberangi batas-batas genre komunikasi tradisional dan melebur ke
dalam logika partisipasi digital yang lebih cair. Namun demikian, keunggulan strategi ini
tetap menghadapi kendala sistemik, seperti keterbatasan akses teknologi, polarisasi
afektif dalam kelompok daring, dan komodifikasi algoritma yang sering menyingkirkan
konten edukatif dari jangkauan luas karena dianggap tidak cukup "engaging" (Lybeck et
al., 2024).

Lebih jauh, tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana menjadikan
pendidikan literasi politik sebagai gerakan kultural yang hidup dan mengakar, bukan
sekadar proyek donor, program kurikuler temporer, atau agenda pelatihan formal
(Rahman et al., 2023). Literasi politik harus dimaknai sebagai kebudayaan kewargaan
yang menyeberang batas usia, kelas sosial, dan identitas politik. Untuk itu, strategi
pedagogi politik perlu dirancang dengan prinsip dialogis, partisipatif, dan transformatif
(Purwadi et al., 2024). Pendidikan politik tidak cukup hanya mengajarkan bagaimana
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memilih, tetapi juga bagaimana meragukan, mengkritisi, dan merefleksikan pilihan-
pilihan politik secara etis dan historis (Stitzlein, 2023).

Dalam hal ini, pendekatan pendidikan politik berbasis refleksi kolektif perlu
dikembangkan melalui metodologi yang memungkinkan munculnya narasi alternatif dari
bawah (Randiawan et al., 2023). Forum warga, diskusi literasi digital di komunitas lokal,
hingga pertunjukan seni berbasis isu politik merupakan bentuk-bentuk pedagogi publik
yang dapat memperluas makna pendidikan politik di luar ruang kelas (Floranti et al,,
2023). Model ini menghidupkan gagasan bahwa literasi politik bukan sekadar transmisi
pengetahuan, melainkan ruang produksi makna yang kolektif dan politis.

Secara teoretis, kajian ini juga merekomendasikan integrasi pendekatan Freirean
dengan teori-teori kontemporer tentang digital citizenship, networked publics (Boyd,
2014), dan critical algorithm studies (Gillespie, 2018), untuk mengembangkan kerangka
literasi politik yang mampu membaca lanskap politik digital Indonesia secara lebih
holistik. Literasi politik dalam era parcok dan post-truth membutuhkan metodologi
ganda: di satu sisi, pendekatan emansipatoris yang membebaskan warga dari determinasi
narasi elite; di sisi lain, pendekatan kritis yang mengurai cara kerja algoritma dalam
membentuk opini dan orientasi politik publik (A. Setiawan et al., 2025).

Dengan demikian, pendidikan literasi politik pascapemilu tidak dapat lagi
beroperasi dalam kerangka lama. Ia harus menjadi medan emansipasi baru, tempat warga
dilibatkan secara aktif dalam produksi dan kritik makna politik, serta didorong untuk
menyusun ulang relasinya dengan pengetahuan, kekuasaan, dan teknologi (Mawarti &
Restuningsih, 2024). Dalam skema inilah pendidikan politik menemukan urgensinya
bukan sebagai instrumen penyuluhan negara, melainkan sebagai fondasi kultural dari
demokrasi yang tahan terhadap badai disinformasi, manipulasi algoritma, dan kooptasi
populisme digital (Lilja et al., 2024).

Disrupsi Digital dan Tantangan Post-truth: Mendidik Kewargaan dalam Lanskap
yang Terfragmentasi

Era digital telah menandai transformasi radikal dalam infrastruktur informasi
publik, dan dengan itu pula dalam proses demokratisasi pengetahuan. Salah satu temuan
konseptual yang paling mencolok dalam studi ini adalah bagaimana algoritma media
sosial tidak sekadar menjadi kanal distribusi informasi, tetapi turut membentuk dan
bahkan membatasi horizon epistemik individu (Kaluza, 2022). Dalam konteks ini,
algoritma tidak netral; ia secara aktif mengkurasi dunia pengetahuan yang diakses warga,
menciptakan filter bubbles dan echo chambers yang memperkuat prasangka, memvalidasi
bias kognitif, serta menyusutkan kemungkinan dialog antarwacana (Figa Talamanca &
Arfini, 2022). Sebagaimana dijelaskan oleh (Pariser, 2011) dan dikembangkan lebih lanjut
oleh (Sunstein, 2018), warga digital hidup dalam lanskap informasi yang semakin
terfragmentasi dan terpolarisasi, di mana fakta dan opini tak lagi dibedakan secara tajam.

Dalam lanskap seperti ini, tantangan terbesar bukan hanya pada penyebaran
hoaks atau disinformasi, tetapi pada merosotnya epistemic trust, yaitu kepercayaan
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terhadap otoritas pengetahuan, institusi media, dan bahkan sains (Tanzer et al,, 2024).
Fenomena post-truth sebagaimana dikonseptualkan oleh (McIntyre, 2018) bukan sekadar
soal kebohongan atau propaganda, melainkan tentang kondisi ketika emosi, identitas
politik, dan loyalitas afektif menggantikan peran fakta sebagai dasar pengambilan
keputusan publik. Ini adalah krisis epistemologis sekaligus demokratis.

Pendidikan literasi politik dalam konteks ini tidak bisa lagi bertumpu pada model
instruksional-konvensional yang menekankan hafalan, pasifisme, atau sekadar
pengetahuan prosedural tentang lembaga-lembaga negara. Kita membutuhkan
transformasi radikal dalam paradigma pendidikan kewargaan: dari yang bersifat
normatif-instruktif menjadi reflektif, partisipatoris, dan kritis (Salsabila et al., 2024).
Pendekatan seperti digital civic education dan critical media literacy harus ditempatkan
sebagai inti dari kurikulum kewargaan kontemporer. Hal ini sejalan dengan pemikiran
(Jenkins & Jie, 2024) tentang participatory culture, yang menekankan bahwa warga tidak
hanya harus menjadi konsumen informasi, melainkan juga produsen makna yang aktif
dan bertanggung jawab dalam ruang digital.

Dalam konteks Indonesia, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks karena
bersilang dengan faktor-faktor seperti rendahnya kualitas pendidikan dasar, lemahnya
budaya literasi kritis, dan absennya regulasi etik terhadap arsitektur algoritmik media
sosial (Isabella et al., 2024). Tidak heran jika kampanye politik digital pascapemilu 2024
menunjukkan polarisasi yang akut, mobilisasi afektif yang dangkal, dan meluasnya
praktik parcok (partisan coklit) yang menyasar preferensi emosional ketimbang
rasionalitas politik warga (Khamdan & Abidin, 2025).

Literatur-literatur global yang menjadi dasar kajian ini, seperti laporan (UNESCO,
2025) tentang Media and Information Literacy, buku Digital Democracy, Analogue Politics
karya (Nyabola, 2018), serta studi dari (Wardle & Derakhshan, 2017), secara tegas
menekankan pentingnya tiga pilar utama dalam pendidikan kewargaan digital: (1)
epistemic agency atau kemampuan individu untuk menilai dan membentuk keyakinan
berbasis rasionalitas dan evidensi; (2) kesadaran algoritmik (algorithmic awareness)
yang memungkinkan warga memahami bagaimana data mereka digunakan untuk
membentuk persepsi politik; dan (3) etika digital sebagai kerangka normatif untuk
membangun ruang publik yang lebih adil, inklusif, dan demokratis.

Dengan menanamkan kesadaran tentang konstruksi sosial dari informasi,
dinamika kekuasaan dalam produksi pengetahuan digital, serta bahaya normalisasi
kebohongan, pendidikan literasi politik bukan hanya menjadi instrumen demokratisasi,
melainkan juga alat perlawanan terhadap otoritarianisme digital (Sonni et al.,, 2025).
Pendidikan, dalam kerangka ini, tidak lagi dimaknai sebagai transmisi pengetahuan,
tetapi sebagai praksis transformatif yang memungkinkan warga menjadi subjek aktif
dalam merebut kembali kedaulatan epistemik mereka di tengah gempuran algoritma dan
komodifikasi afeksi politik (Berry, 2025).

Dalam kerangka inilah kita memahami urgensi membangun model pendidikan
literasi politik yang tidak hanya mengajarkan apa yang harus diketahui warga, tetapi
bagaimana mereka harus mengetahui dan mengapa itu penting (Sutisna, 2017).
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Demokrasi tidak akan bertahan tanpa warga yang mampu membedakan antara
kebenaran dan manipulasi; dan pendidikan adalah benteng terakhir dalam perjuangan ini
(Kekki, 2024). Dengan demikian, mendidik kewargaan di era post-truth berarti
membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara informasi, tetapi juga tangguh secara
etis dan reflektif secara politik, sebuah agenda besar yang harus dijalankan oleh seluruh
ekosistem pendidikan, bukan hanya sebagai proyek kurikulum, tetapi sebagai gerakan
budaya demokratis yang holistik dan berkelanjutan (A. Setiawan et al., 2025).

Jalan ke Depan: Literasi Politik sebagai Praktik Kritis dan Transformasi Sosial

Merespons dinamika demokrasi pascapemilu 2024 yang ditandai oleh fenomena
parcok, menjamurnya hoaks, serta berkembangnya budaya politik hiperrealitas dalam
ruang digital, pendidikan literasi politik tidak dapat lagi dibatasi pada penyampaian
informasi normatif semata (Nurmansyah, 2024). Ia harus ditransformasikan menjadi
praksis kritis, sebuah medan di mana pengetahuan, kesadaran, dan tindakan bertemu
dalam kerangka pembebasan. Literasi politik, dalam konteks ini, bukanlah sekadar
kemampuan mengenali aktor politik, memahami sistem pemerintahan, atau
membedakan fakta dan opini. [a adalah proses emansipatoris yang memungkinkan
warga, terutama generasi muda, untuk menegosiasikan identitas politiknya,
menginterogasi struktur kekuasaan, dan membangun imajinasi kolektif tentang
demokrasi yang berkeadilan (Mawarti & Restuningsih, 2024).

Sebagaimana dikemukakan oleh (Freire, 2020) dalam Pedagogy of the Oppressed,
pendidikan harus menjadi ruang dialogis di mana realitas politik tidak dikemas secara
dogmatis, melainkan dibuka melalui proses refleksi dan aksi yang saling memperkaya.
Literasi politik yang transformatif, dalam semangat ini, mengedepankan conscientizagdo,
kesadaran kritis yang membuat individu tidak hanya memahami ketimpangan, tetapi juga
terdorong untuk melawannya secara kolektif dan berkelanjutan (Ju'subaidi et al., 2025).
Oleh karena itu, pendidikan literasi politik di era post-truth dan parcok menuntut
keberanian untuk merombak metode, memperluas ruang, dan merevisi tujuan
pendidikan itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia pasca pemilu 2024, transformasi ini dapat diwujudkan
melalui praktik-praktik pendidikan politik alternatif yang bersifat bottom-up, kolaboratif,
dan berbasis komunitas (Haryani et al., 2024). Misalnya, inisiatif Sekolah Pemilu Digital
yang menyasar pemilih pemula dan masyarakat urban digital native menjadi salah satu
bentuk artikulasi dari literasi politik kontekstual. Dengan mengintegrasikan metode
microlearning, simulasi debat, dan produksi konten reflektif, inisiatif ini tidak hanya
meningkatkan pengetahuan politik, tetapi juga membentuk kapasitas deliberatif warga.
Demikian pula, ruang-ruang diskusi intergenerasi yang difasilitasi oleh kanal YouTube
seperti Politik Kopi Sore atau Cerdas Demokrasi telah menjadi medium baru bagi
masyarakat untuk mendialogkan realitas politik tanpa sekat ideologis (Gherman et al.,
2022).
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Namun, inisiatif semacam itu hanya akan memiliki daya transformatif jika
memenuhi tiga prasyarat strategis. Pertama, partisipasi bermakna (meaningful
participation), yaitu keterlibatan aktif warga dalam mendefinisikan masalah politik dan
merancang agenda perubahan (Soeprapto, 2024). Ini menuntut pendekatan
partisipatoris yang tidak sekadar melibatkan warga sebagai konsumen informasi, tetapi
sebagai produsen wacana dan agen perubahan. Model pendidikan politik semacam ini
akan mendorong masyarakat untuk beranjak dari posisi apatis menjadi partisipan
reflektif yang menyadari peran dan tanggung jawabnya dalam merawat demokrasi
(Soeprapto, 2024).

Kedua, kritik struktural terhadap sistem politik dan sosial yang melingkupinya.
Artinya, pendidikan literasi politik tidak boleh tercerabut dari realitas ketimpangan
sosial, korupsi struktural, dan eksklusi politik yang masih membelenggu sebagian besar
masyarakat (P. R. Sari & Harianto, 2025). Literasi politik harus mampu menyingkap
lapisan-lapisan dominasi yang kerap tersembunyi di balik jargon-jargon demokrasi
prosedural. Dengan kata lain, pendidikan harus menjadikan politik sebagai objek refleksi
kritis dan tindakan etis, bukan sebagai panggung kosmetik yang memperindah status quo
(Nally, 2024).

Ketiga, inovasi pedagogis, yakni pembaruan dalam metode dan media
pembelajaran politik. Di tengah disrupsi digital dan perubahan pola interaksi sosial,
pendidikan politik harus mampu memadukan teknologi digital, narasi lokal, dan nilai-
nilai demokrasi substantif dalam pendekatan pembelajarannya (Khriswina et al., 2025).
Modul literasi politik harus tidak hanya informatif tetapi juga interaktif dan kontekstual,
dengan mempertimbangkan keragaman budaya, pengalaman sejarah, dan tantangan
sosial setempat (Anjarsari et al, 2024). Inovasi ini penting untuk menjembatani jarak
antara generasi muda yang tumbuh dalam ekosistem digital dengan realitas politik yang
kerap masih berlangsung dalam pola analog.

Dengan memenuhi ketiga prasyarat tersebut, pendidikan literasi politik dapat
menjadi ruang pembentukan subjek demokratis, yakni individu yang tidak hanya
memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga memiliki keberanian untuk bersuara,
bersikap, dan bertindak dalam mempertahankan ruang publik yang sehat (Suriaman et
al., 2024). Literasi politik yang demikian tidak berhenti pada tataran kognitif, tetapi
menjelma menjadi gerakan sosial yang memperkuat akar demokrasi dari bawah.

Lebih dari itu, literasi politik yang transformatif juga merupakan bentuk investasi
jangka panjang bagi ketahanan demokrasi Indonesia. Di tengah ketidakpastian global,
fragmentasi identitas, dan krisis kepercayaan terhadap institusi negara, satu-satunya
jalan ke depan adalah memperkuat basis warga yang berpikir kritis, bertindak etis, dan
berjejaring secara kolektif (K. M. P. Setiawan & Tomsa, 2023). Literasi politik harus
menjadi bagian dari ekosistem pendidikan nasional, bukan sekadar dalam mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan, tetapi terintegrasi dalam kebijakan, kurikulum, dan
praktik sosial warga sehari-hari (Pratama, 2021).

Pada hakikatnya, pendidikan literasi politik bukan hanya tentang bagaimana
warga memahami demokrasi, tetapi bagaimana mereka menjadi demokrasi itu sendiri,
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melalui tindakan, solidaritas, dan keberanian untuk mengubah tatanan yang timpang
(Wijaya & Amalia, 2024). Di sinilah letak urgensi transisi dari literasi politik sebagai
pengetahuan menuju literasi politik sebagai praksis sosial. Ini adalah jalan ke depan yang
tidak mudah, tetapi satu-satunya jalan untuk menjaga agar demokrasi Indonesia tetap
bernapas, hidup, dan relevan dalam denyut zaman yang terus berubah (Prasetiyo et al.,
2025).

IMPLIKASI HASIL PENELITIAN

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkaya khazanah literatur dalam bidang
pendidikan politik dan demokrasi kritis dengan mengusulkan pendekatan literasi politik
yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif-prosedural, tetapi juga pada aspek afektif-
reflektif dalam membentuk warga negara yang kritis di era post-truth. Temuan ini
mengafirmasi bahwa kompetensi politik warga negara tidak dapat dibangun semata-mata
melalui pemahaman institusi atau mekanisme formal demokrasi, melainkan juga melalui
internalisasi nilai-nilai deliberatif, empati lintas identitas, dan resistensi terhadap
manipulasi informasi digital.

Dalam ranah teoritis, penelitian ini menegaskan relevansi pendekatan pedagogi
kritis Freirean dan teori demokrasi deliberatif dalam merancang pendidikan literasi
politik yang lebih responsif terhadap dinamika sosial kontemporer. Hasil studi ini turut
mengintegrasikan teori ruang publik (Habermas), teori post-truth (McIntyre), dan teori
literasi media digital dalam suatu kerangka konseptual yang holistik, sehingga dapat
memperluas pemahaman mengenai bagaimana pendidikan dapat berperan sebagai
intervensi kultural terhadap polarisasi politik dan erosi rasionalitas publik. Dengan
demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang signifikan dalam
mengembangkan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan digital yang berorientasi
pada etika, kritisisme, dan tanggung jawab sosial.

Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan arah strategis bagi pendidik,
perancang kurikulum, lembaga pemerintah, dan komunitas sipil dalam membangun
model pendidikan literasi politik yang relevan dengan tantangan zaman. Dalam konteks
masyarakat Indonesia pascapemilu 2024 yang terpolarisasi secara digital dan emosional,
pendidikan literasi politik dapat menjadi alat intervensi sosial untuk merawat nalar
publik, membangun dialog antar kelompok, serta membekali warga negara dengan
kemampuan memilah, menilai, dan mengkritisi informasi secara aktif.

Implikasi ini sangat penting diterapkan dalam ekosistem pendidikan
kewarganegaraan, baik di sekolah, perguruan tinggi, maupun dalam pendidikan
nonformal dan komunitas digital. Lembaga pendidikan dan masyarakat sipil dapat
mengadaptasi temuan ini untuk:

1. Mengembangkan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang menempatkan
literasi digital-politik sebagai kompetensi utama dalam membangun demokrasi
yang sehat.
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2. Menyusun modul dan media pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk
mengkritisi narasi dominan, memverifikasi informasi, serta memahami kerja
algoritma dalam memengaruhi opini publik.

3. Menyelenggarakan diskusi lintas identitas di ruang digital dan fisik sebagai bagian
dari proses pembelajaran demokrasi deliberatif yang kontekstual dan kolaboratif.

Secara kebijakan, hasil penelitian ini memberikan dasar normatif dan praktis bagi
pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kementerian Komunikasi dan
Informatika, serta penyelenggara pemilu, untuk mereformulasi arah pendidikan politik
dan kewarganegaraan yang adaptif terhadap transformasi digital dan tantangan post-
truth. Diperlukan kebijakan strategis yang:

1. Mewajibkan integrasi literasi politik berbasis media digital dan nilai deliberatif
dalam kurikulum nasional pendidikan kewarganegaraan.

2. Mendorong kolaborasi antarsektor (sekolah, perguruan tinggi, media, LSM) dalam
menciptakan ekosistem pendidikan demokrasi yang kritis dan partisipatif.

3. Menyediakan platform digital interaktif yang dapat diakses publik untuk
pembelajaran politik yang faktual, reflektif, dan bebas dari polarisasi partisan.

Dalam aspek metodologis, penelitian ini menunjukkan relevansi pendekatan
kualitatif-deskriptif berbasis studi literatur dalam merumuskan Kkritik konseptual
terhadap fenomena demokrasi digital dan merancang alternatif pendekatan pendidikan.
Model ini terbukti mampu menggali keterhubungan antara disrupsi informasi,
pembentukan opini publik, dan praktik pendidikan, sekaligus menawarkan konstruksi
baru dalam bidang studi kewarganegaraan. Oleh karena itu, pendekatan ini dapat
digunakan secara luas dalam pengajaran metodologi penelitian politik dan pendidikan,
sebagai contoh konkret bagaimana sintesis literatur dapat menghasilkan inovasi
konseptual yang aplikatif.

Hasil penelitian ini juga membuka ruang luas bagi pengembangan riset lanjutan
berbasis lapangan (empiris) yang dapat difokuskan untuk:

1. Mengevaluasi efektivitas program literasi politik berbasis komunitas dalam
membentuk kapasitas warga menghadapi hoaks dan narasi polarisasi.

2. Meneliti dampak pendekatan pedagogis kritis terhadap kemampuan peserta didik
mengenali bias informasi dan mengembangkan empati politik lintas identitas.

3. Mengembangkan model pelatihan guru dan fasilitator pendidikan
kewarganegaraan digital yang menggabungkan pendekatan interdisipliner antara
pendidikan, media, dan etika komunikasi.

Hasil penelitian ini berkontribusi penting tidak hanya sebagai referensi akademik
dalam kajian demokrasi dan pendidikan, tetapi juga sebagai rujukan kebijakan dan
inspirasi pedagogis untuk memperkuat demokrasi substansial di era informasi.
Pendidikan literasi politik tidak lagi dapat dipandang sebagai pelengkap, melainkan
sebagai fondasi utama dalam menjaga nalar publik, memperkuat kohesi sosial, dan
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merawat etos demokrasi di tengah gelombang disinformasi dan politik afektif yang kian
menguat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa dinamika demokrasi Indonesia pasca pemilu 2024
berlangsung dalam kondisi paradoks komunikasi digital yang sarat polarisasi, politisasi
identitas, dan disinformasi yang terstruktur. Temuan besar dari kajian ini menunjukkan
bahwa pendidikan literasi politik memiliki peran strategis sebagai sarana membentuk
kesadaran demokratis yang kritis dan inklusif, namun efektivitasnya sangat ditentukan
oleh kemampuannya mengintervensi cara warga berpikir, berpartisipasi, dan
memverifikasi informasi di ruang publik digital. Temuan perincinya mengindikasikan
bahwa (1) literasi politik yang hanya bersifat kognitif tidak memadai untuk menghadapi
fenomena post-truth; (2) pendekatan pedagogis kritis yang menggabungkan aspek etika,
solidaritas, dan keberanian sipil terbukti lebih relevan; dan (3) media sosial serta
algoritma digital memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk wacana politik,
sehingga strategi pendidikan politik harus adaptif terhadap logika platform dan dinamika
informasi daring.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting pada pengembangan kerangka
konseptual literasi politik kritis yang dapat digunakan sebagai referensi akademik,
rujukan kebijakan, dan inspirasi pedagogis dalam memperkuat demokrasi substantif di
era digital. Secara praktis, hasil kajian ini membuka peluang bagi desain pendidikan
politik yang terintegrasi dengan literasi digital dan etika publik. Meski demikian,
penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan data yang hanya mengandalkan
sumber literatur tanpa verifikasi lapangan, sehingga generalisasi temuan bersifat
terbatas. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengombinasikan studi
literatur dengan riset empiris melalui survei atau etnografi digital, guna memperkaya
pemahaman tentang perilaku politik warga di ekosistem media sosial dan menguji
efektivitas intervensi pedagogis yang diusulkan.
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